
 

 

 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  

NOMOR 64 /I/TAHUN 2026 

TENTANG 

PENETAPAN KLASTER PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 
 

 

Menimbang : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan 

Bupati Kepulauan Selayar Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara 

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

kepada Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 

Klaster Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13      

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

2. Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014    

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2    

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7077); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia       

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1     

Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1     

Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1     

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 

Nomor 131, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Nomor 57); 

12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 32 Tahun 2025 

tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 881); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  

KESATU : Klaster Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai 

berikut: 

Klaster 

Desa 

Nilai 

Ketetapan 

PBB-P2 

Besaran Alokasi 

1 
1 

S/D 

15.000.000 

Rp66.217.000,00 (enam puluh enam juta 

dua ratus tujuh belas ribu rupiah) 

2 
15.000.001 

S/D 

25.000.000 

    Rp561.734.000,00 (lima ratus enam 

puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh 

empat ribu rupiah)  

3 
25.000.001 

S/D 

35.000.000 

   Rp476.125.000,00 (empat ratus tujuh 

puluh enam juta seratus dua puluh lima 

ribu rupiah) 

4 
35.000.001 

S/D 

45.000.000 

     Rp408.065.000,00 (empat ratus 

delapan juta enam puluh lima  ribu 
rupiah) 
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5 
45.000.001 

S/D 

55.000.000 

     Rp391.109.000,00 (tiga sembila puluh 

satu juta seratus sembilan ribu rupiah) 

6 

55.000.001 

S/D 

70.000.000 

     Rp315.993.000,00 (Tiga ratus lima 

belas juta sembilan ratus sembilan puluh 

tiga rupiah) 

7 
70.000.001 

S/D 

105.000.000 

    Rp359.637.000,00 (tiga ratus lima 
puluh sembilan juta enam ratus tiga 

puluh tujuh ribu rupiah) 

 

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kepulauan  Selayar  Tahun Anggaran 2026. 

KETIGA 

 

 

 

KEEMPAT 

: 

 

 

 

: 

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati 

Kepulauan  Selayar Nomor 637/XI/TAHUN 2025 Tentang Penetapan 

Klaster Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Benteng 

pada tanggal 28 Januari 2026 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 
 

 

  ^  

 

 MUHAMMAD NATSIR ALI 
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